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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

ca.

bahwa untuk mewujudkan penataan organisasi yang
terukur, efektif dan efisien serta meningkatkan kinerja
organisasi yang profesional dan akuntabel dalam upaya
menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,
perlu mengatur tentang tata cara penyusunan analisis
beban kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia;

bahwa tata cara penyusunan analisis beban kerja
sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum diatur
secara komprehensif dalam peraturan perundang-
undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
tentang Tata Cara Penyusunan Analisis Beban Kerja di
Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia;
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Mengingat

—

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19
Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan
Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
11395);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Jabatan dan Kelas
Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1366);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Kinerja bagi Menteri dan Pegawai di

Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
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Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1807);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1441);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomeklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN ANALISIS BEBAN
KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA.

(1)

(2)

Pasal 1

Pengaturan mengenai tata cara penyusunan Analisis
Beban Kerja dimaksudkan sebagai panduan bagi satuan
kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia dalam menyusun Analisis Beban Kerja sesuai
dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia wajib menyusun Analisis Beban
Kerja berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri

ini.

Pasal 2

Tata cara penyusunan Analisis Beban Kerja di lingkungan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a.
b.

C.

pendahuluan;
konsepsi dasar;

tahapan penyusunan Analisis Beban Kerja; dan
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d. penutup.

Pasal 3
Tata cara penyusunan Analisis Beban Kerja di lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.
Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Desember 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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